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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan serta temuan-

temuan di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Absen Elektronik (Finger Print) bagi PNS di 

Lingkup Pemerintah Kecamatan Limboto telah berjalan dengan baik mulai 

dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Pengawasan dan 

Evaluasi kebijakan, hal ini ditandai dengan tingkat kehadiran PNS hingga 

bulan Nopember tahun 2020 mencapai 94%. 

2. Faktor penentu Implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari (finger 

print) bagi PNS di Kantor Camat Limboto yang berjalan sejak tahun 2019 

talh berjalan optimal sebagaimana mestinya. Adapun Kebijakan tersebut di 

tentukan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) Komunikasi dan koordinasi 

yang dilakukan BKD, Camat  dengan bawahannya terkait implementasi 

kebijakan absen elektronik sudah baik dengan selalu memantau PNS, BKD 

dan pihak Kecamatan juga telah memberikan sosialisasi secara maksimal dan 

bertahap. (2) SDM PNS di lingkungan Kantor Camat Limboto sebelum 

diterapkan sudah mengetahui tentang penerapan absen elektronik dan mereka 

telah siap melaksanakannya, PNS mendukung implementasi ini namun 

terdapat kekurangan yakni akses bagi beberapa Kelurahan terluar yang 

menjadi penghambat bagi PNS yang bertugas di wilayah Kelurahan terluar 
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seperti Kelurahan Polohungo, Tilihuwa, Biyonga dan Malahu. (3) Disposisi / 

Sikap para pelaksana yakni para PNS telah mendukung kebijakan ini, serta 

kinerja PNS diukur dari ekinerja dan dinilai oleh atasn langsung. (4) Struktur 

birokrasi berjalan baik, Pengawasan pimpinan sangat ketat, Camat 

melibatkan para Lurah dalam pengawasan aparat. PNS juga  telah 

memahami pelaksanaan absen elektronik sesuai dengan perbup 61 tahun 

2019 dimana penerapan pemotongan TPP bagi PNS yang terlambat dan tidak 

melakukan absen eklektronik telah dilaksanakan seusai SOP. (5) indicator 

lainnya yang peniliti temukan adalah Force Majeure (keadaan kahar) yang 

menjadi faktor tambahan yang ditemukan di Lapangan. Dengan adanya 

Pandemic Covid-19, kebijakan absen elektronik sidik jari (finger print) tidak 

dapat dilaksanakan selama 3 Bulan dan diaktifkan kembali di era New 

Normal. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo 

untuk dapat mengadakan paket finger print lengkap beserta akses 

jaringan dan kabel mikrotik bagi Kelurahan wilayah terluar yang 

ada di Kecamatan Limboto agar PNS yang bertugas disana tidak 

terbebani untuk melaksanakan finger print di pusat kota (kantor 

camat), sehingga mempermudah PNS yang bertugas di Kelurahan 
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tersebut dalam menjalankan tugasnya; 

2. Pemerintah Daerah agar segera menambah kapasitas server di 

BKD sehingga system SIKAP-GO dan EKINERJA yang saat ini 

masih dalam tahap pengembangan sehingga bisa berjalan 

maksimal; 

3.  Pemerintah Daerah perlu memikirkan Langkah-langkah strategis 

dalam menghadapi perkembangan teknologi  kedepannya 

misalnya dapat mempersiapkan sebuah aplikasi berbasis  

smartphone yang dapat diakses dimana saja dalam rangka 

mengukur kedisiplinan dan kinerja PNS;   

4. Perlu penguatan kepada seluruh PNS di Limboto untuk terus 

menjaga eksistensi lembaga tempatnya bekerja secara khusus dan 

Pemda secara umum serta jati dirinya sebagai PNS yang selalu 

menjaga sikap disiplin dan meningkatkan kinerjanya dalam 

pelayanan kepada masyarakat.; 

5. Para PNS agar meningkatkan kapasitas diri masing-masing dalam 

menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin 

dinamis di masa depan.   
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